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KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2014

%

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARHA ESA _

BUPATI KEPULAUAN ARU, o -

- bahwa untuk memberikan arah dalam rangka melaksanakan ketentuan-
ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Aru agar febih
tertlb sesual mekanisme yang berlaku perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Kepulauan Aru; - - ==

1

: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang»Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

2

1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupsten
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Baglan Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsl Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4350); |

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia. tahun 2004 Nomor 125 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana tefah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia- tahun 2008 nomor 59,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesla nomor 4844); .,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangé

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan
pengawasan atas penyelengaraan semerintahan Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);




Menetapkan :

6. Peraturan Pemerintah Nomor20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan gatas Penyelengaraan Pemerintzhan Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia
Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); . . ...

9. . Peraturan- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
" (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinazan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tembahan Lembaran
Negara Nomor 4593); | '

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupupaten Kepulauan Aru
Tahun Anggaran 2014,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN

2014
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, Meﬁetapkan Merigenai Petuhjuk Teknis
Pelaksanaan Pengunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan

Aru.

PASAL 2

Rincian Lebih lanjut mengenal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi

Dana Desa tercantum pada lampiran dan merupakan baglan yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati inl;

= »‘s‘:m;



‘PASAL3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar seliap
orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
inl dengan menempatnya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Aru.

Ditetapkan di: Dobo
pada tanggal Pebruari 2014

/ZFENEABAT BUPATI KEPULAUAN ARU

S AN T I

GODLIEE AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU

biundangkan di Dobo
Pada tanggal : Pebruart 2014

plit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

-ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR @ 2



PEDOMAN PENGELOLAAN
KASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014

Latar Belakang.

“Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan
balk Sumber Daya Manusia maupun Infrastruktur Perdesaan sebagai upaya

peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Pemerintahan Desa saat Ini

- perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Hal inf mengingat kondisi penduduk miskin

di Kabupaten Kepulauan Aru, mencapai 7.535 RTM (Data Badan Pusat Statistik
Tahun 2013). |

Oleh karena itu perlu pola pengalokasian dana yang penggunaannya sesuai dengan
kebutuhan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan faktor-faktor
yaitu kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan ketergantungan desa.serta
faktor-faktor tambahan meliputi juas wilayah, jumiah penduduk, potensi ekonomi,
partisipasi masyarakat dan jumlah unit komunikasi di desa, (Dusun, RT dan RWj).

Aokasl Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan antara pusat dan daerah
yang diharapkan menjadi penyangga utama pe!aksanaah program pemberdayaan
masyarakat dan pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dengan menggunakan forum musyawarah perencanaan pembangunan
desa sebagal wadah berhimpunnya semua elemen yang ada di masyarakat
diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yand partisipatif, menimbulkan
rasa tanggung jawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan saling
menghargal, saling menghormati dan saling mengawasi. dalam mengangkat
xebersamaan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu membangun desa untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasl
aktif dalam pembangunan desa. -

Alokasi Dana Desa (ADD) di program sebagai upaya menyatukan visi dan misi
Pemberdayaan Masyarakat dan Operasional Pemerinteh Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Kepulauan Aru khususnya pelaksanaan
di tingkat desa.

Prinsip-Prinsip Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
1, Mendorong semangat desentralisasi;

2. Adil, transparan dan akuntabel;

3. Pasti dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatannyg;
4. Memberikan stimulan dan insentif bagi desa;



ttjuan Alokasi Dana Desa (ADD). |

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

Meningkatkan kualitas perencanaan pe:ﬁbangunan di tingkat desa dan
pemberdayaan masyarakat; | |

Meningkatkan pembangunan infrastrukiur perdesaan' |

Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rang'ka
mewujudkan keharmonisan sosial;

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban _niasyarakat;

Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan
sosial dan ekonomi masyarakat; |

Mendorong peningkatari keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

. Sasaran penggunaan Dana Desa (ADD). .

~Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada pemerintah desa

dan lemhaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perenczanaan

Pembangunan Desa melalul proses perencanaan partisipatif, sedangkan secara

umum sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh persen)

2. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

-sebesar 30 % { tiga puluh persen ).

Secara rincian penggunaan Alokasl Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : |

a. Penanggulangan kemlskman memperhatikan bina manusia dan blna usaha,
melalui :

Pembina permodalan, keterampilan suatu usaha ekonomi masyarakat, dari
produksi, mengelola administrasi sampai pemasaran dengan melibatkan
LPMD, PKK dan Tokoh Masyarakat sebagai Pembina;

b. Peningkatan peranan wanita melalul perwujudan kesehatan gender dan
peningkatan peranan dasa wisma dalam bentuk Bantuan Operasional Tim
Penggerak Pk'K Desa minimal 5% (lima persen) dari dana pemberdayaan
masyarakat;

c. Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha millk Desa (BUMDes) dengan
keglatan antara lain (Pengelolaan pasar desa, HIPPAM, Wisata Desa, unit
simpan pinjam, Wartel, UPK Gerdu Taskin dan lain — iain) maksimal 20 %
(dua puluh persen) darl dana pemberdayaan masyarakat sebagal tambahan
modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

d. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran :

- Peningkatan aktivitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) bagi Balita dan

Lansia;




- Peningkatan fungsi Polindes

- Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga Balita, dan Bina Keluarga Lansia

- Pemberdayaan penyakit menular (ﬂu' burung, demam berdarah dan lain-
ain).

Peningkatan kualitas Pendidikan Juar Sekolah (Kejar Paket A, Kejar Paket B,

Paket C, Taman kanak — kanak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Keaksaran

Fungslonal; |

Usaha — usaha peningkatanb,s_tébilitas keamanan, ketentraman dan

ketertiban masyarakat/pelindung masyarakat;

Pembina Organisasi kepemudaan melalul Karang Taruna dan Bina Keluarga

Remaja(BKR);

Peningkatan pengalaman kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan

kebersamaan sosial (pemeliharaan tempat ibadah); .

Pelestarian gotong-royong masyarakat;

Pembangunan infrastruktur perdesaan, dengan prioritas antara lain :

- Prasarana perhubungan (Jalan, Jembatan, Plengsengan Penahanan 3alan,

gorong — gorong dan lain — ain);

- Prasarana sosial (poskambling, Polindes, Balai Desa, Kantor Desa dan

lain — lain); |

- Prasarana pemasaran (pasar desa, kios, pasar hewan dan fain — [ain);

- Prasarana perikanan dan kelautan (tambatan perahu, sarana penagkapan

ikan, pengawet ikan dan lain —lain);

- Prasarana MCK Desa, Dusun. |

Pengembangan wilayah terpencil (Dusun Terpencil) yang mempunyal potensi

berkembang;

Pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan

pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup;

Bantuazn Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

minimal 5 % (lima persen) dari déna pemberdayaan masyarakat;

Bantuan Opérasional Lembaga RT dan RW (untuk alat tulls kantor dan

rapat — rapat);

o. Bantuan sarana dan prasarana dusun.

2. Blaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dengan sasaran untuk :

a. Bantuan Operasional penyelenggaraan pemerintahan. sebagai upaya
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan arah penggunaan sebagai
berikut :

- Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);




Perawatan Kantor dan Balai Desa serta kebersihan lingkungan sekitamya;

Pengadaan Alat Tulis Kantor {ATK) dan suku cadang komputer dan

lain - lain ; |

- Pemeliharaan inventaris Kantor (mesin Ketik, computer dan lain - lain);

- Penyelenggaraan rapat;

- Pendataan profil desa, pelaporan dan perangkat lunak (computer);

- Perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa;

- Pengadaan pakaian dinas perangkat desa apabila dipandang perlu;

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pemerintah desa
(Kepgla’Desa dan Badan Permusyawaratan Desa);

Mekanisme Pencairan Dana dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
Mekanisme pencalran dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti ketentuan
dan cara Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru. |
Pada prinsipnya Alokas! Dana Desa (ADD) disalurkan kepada pemerintah desa
melalui rekening pemerintah desa, kemudian masuk ke kas desa dan merupakan
bagian dari pendapatan desa.

Penyaluran dana dilakukan oleh Bagian Keuangan Setda selaku BUD dengan cara
transfer melalui Bank Maluku Cabang Dobo. Pencairan dana dilakukan 1 ( satu ) kali.
Pencairan dana sebesar 100 % ( seratus persen ) setelah kegiatan selesai dengan
bukti surat pertanggung jawaban (SP3J) dan laporan bulanan serta dokumentasi.
Penyaluran tersebut ditransfer ke rekening desa setelah ada permintaan kepala desa
Cq. Camat masing-masing wilayah kerja.

Fungsi dan Peranan Pengelolazn Alokasi Dana Desa (ADD).
1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
2. Kepala Desa,
Fungsi dan -peranan Kepala Desa adalah sebagal pembina dan pengendali
. kelancaran serta keberhasilan pelaksanéan Alokas] Dana Desa (ADD).
b. Penanggung Jawab Operasional Keglatan (PICK)
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOXK) adalah Sekretaris Desa
atau Perangkat Desa yang mampu, berdasarkan Keputusan Kepala Desa,
bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan seluruhnya
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
¢. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatén (P2AK)
Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah Kaur Keuangan/
Perangkat Desa pada Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa
yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Administrasi Keuanaoan



Pengelola Alckasi Dana Desa di Tingkat Kecamatan

a. Camat '

Camat berkedudukan sebagai Pembina dan Pengendali Keglatan Alokasi Dana
Desa (ADD) bagi desa yang ada di wi!aYah kecamatan yang bersangkutan.

b. Kepala Seksi Pembangunan sebagai pembina dan pendamping kegiatan
Alokasi Dana Desa (ADD) di desa yang ada wilavah kecamatan yang
bersangkutan bertanggung jawab memfasilitasl pelaksanaan pengelolaan
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan monitoring serta
pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. Belanfa
Operasional bagl Kepala Seksi Pembangunan dibebankan melalui Dokumen
Pelaksanéan Anggarén (DPA) Kecamatan..

c. Tim Pembina Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk dengan anggota unsur
kepala seksi pada Kantor Camat dan Perangkat Daerah di ingkat kecamatan
yang terkait sesual arah penggunaan Alokast Dana Desa (ADD).

d. Biaya Operasional Pembina monitoring, evaluasi dialokasikan dari Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan yang bersangkutan.

Pengelola Alokasi Dana Desa {(ADD) di Tingkat Kabupaten.

a. Bupati sebagai Pembiﬁa Program Pengelolaan Alokasl Dana Desa (ADD)
mulai dari desa kecamatan dan kabupaten. |

b. Tim Pengarah dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), terdiri dari, Badan
Perencanaan, Badan Pengawasan, Badan Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Baglan Hukum,

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) adaiah Tim Pelaksanaan
Keglatan yang dibentuk berdasarkan musyawarah di tingkat desa yang
disesuaikan dengan arah Pembangunan Alokasi Dana Desa yang dalam hal ini
bisa perangkat desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota
LPMD, Tim Penggerak PKK atau Tokoh Masyarakat yvang laln. Masing-masing
pelaksana keglatan bertanggungjawab terhadap terizksananya seluruh keglatan
dengan membentuk tim pelaksana kegiatan, (mulai perencanaan, pelaksanaan,

pengendallan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban).

G. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Perencanaan
1. Daftar Usulan Rencana Kegtatan (DURK).

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) semua Desa menggunakan
Daftar Rencana Usulan Kegiatan (DURK).



Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) terdiri dart 2 (dua) macam yaitu :

- Daftar Usulan Rencana Keglatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM);

- Daftar Usulan Rencana Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa (DURK-
Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (8PD).

Bentuk dan Format Daftar Usulan Rencana Kegiatan sehagaimana dimaksud

pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran II dan 1.

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM)

ditandatangani oleh Penanggung Jawab Operasional Keglatan (PJOK), ketua

LPMD, Kepala Desa -dan mengetahui Camat, dilampirkan Lembar Kerja (LK)

Pemberdayaan Masyarakat yang ditandatangani oleh Ketua LPMD dan

Sekretarfs LPMD. o

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Operasional Pemerintah Desa (DURK-

Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditandatangani oleh

penanggung Jawab Operasionol Kegiatan (P3OK), Ketua BPD, Kepala Desa

dan mengetahui Camat, dilampirkan Lembar Kerfa (LK) Oper:aslona!

Pemerintahan Desa (DURK-Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

yang ditandatangani Sekretaris Desa dah Kepala Desa.

Bentuk dan Lembar Kerja (LK) Pemberdayaan Masyarakat dan Lembar Kerja

(LK) Operasional Pemerintahan Desa (DURK-Pemdes) dan Badan

- Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV..

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum pertemuan
lembaga kem_asyarakatan dan bertujuan untuk membahas perencanaan
pembangunanr Mokasi Dana Desa (ADD) secara keseluruhan. Hadir dalam
musyawarah perencanaan pembangunan desa antara lain Perangkat Desa,
anggota Badan PermusyaWaratan Desa, Pengurus Lembaga Pemberdayazn
Masyarakat Desa, Tim Pengerak PKX, Ketua RW dan RT serta Tokoh
Masyarakat. '

Sasaran musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah pengunaan
Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tersebut pada sasaran pengunaan
Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah terurai di bagian depan Petunjuk Teknis

Operasional Ini.

Hasii musyawarah perencanaan pembangunan yang dihadiri Camat,

dituangkan dalam Berlta Acara Hasil Musyawarah Desa. Bentuk dan Format
Berita Acara Hasil Musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam

lampliran V,



b. Pelaksanaan

1. Proses Pencairan Dana
Semua Daftar Usulan Rencana Keglatan yang sudah disahkan Camat dengan

lampiran :

a. Surat Keputusan Kepala ___I?_cda$a'tentang Petunjuk Penanggung Jawab
Operasional Kégiatah (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi
Kegiatan (PJAK); |

b. Foto Copy Nomor Rekening Penanggung Jawab 'Operasiona! Kegiatzn

rangkap 4 (empat);

c. Foto Cppy KTP. masing — masing Penanggung Jawab Operasional Kegiatan |
dan?KepaEa Desa rangkap 4 (empat);

d. Kwitansi penerima secara global rangkap 4 (empat) yang asli diatas
materai Rp. 6000, (enam ribu rupiah); _

e. Surat Pernyataan Pengajuan Alokasi Dzna Desa (ADD) yang .-ditanda
tanggani oleh Kepala Desa dan Penanggung Jawab Operasional Keglatan
(P3OK) di atas Materal Rp. 6000,-- sesual yang tertuang dalam hasil Daftar
Usulan Rencana Kegiatan. Bentuk dan Format Surat Pernyataan Pengajuan
Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

Daftar Usulan Rencana Keglatan (DURK) rangkap 2 (dua) selanjutnya dikirim

ke Bupati Kepulauan Aru, Cq. Kepala Baglian Keuangan Setda, selaln itu setiap

desa harus memenuhi persyaratan sebagal berikut :

a. Sudah menyelesaikan Surat Pertanggung JawaSan (SPJ) Alokasi Dana
Desa (ADD) Tahun sebelumnya;

b. Sudah membuat Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Berjalan.

Apabila lampiran dan persyaratan ter_sébut diatas sudah dipenuhi, dana

Alokasi Dana Desa (ADD) akan segera ditransfer ke masing — masing rekening

Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (P30K).

2. Pelaksanaan Kegiatan
a. Persiapan

Setelah Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke dalam rekening Penanggung

- Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), segera Kepala Desa mengadakan
rapat ‘di desa yang dihadiri oleh unsur — unsur :
Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (LPMD) dan
Tim Pengerak PKK, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat dan disaksikan
unsur kecamatan (agar pelaksanaan rapat persiapan tidak bersamaan,

Camat dapat menjadwal).




Rapat persidangan membahas !

1) Rencana kerja kegiatan dan penjadwalannya;

2) Pembagian tugas para pelaksana kegiatan;

3) Kesepakatan pertemuan rutin untuk evaluasl pelaksanaan, hasil rapat
dituangkan dalam berita acara.

. Pelaksanaan

Pelaksanaan keglatan merupakan realisasi darl seluruh rencana yang telah

disepakati dalam Musrenbangdes.

Dalam pelaksanaan keglatan harus melibatkan unsur - unsur yang terkait

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara rill, sehingga

aketerﬁﬁkaan akan dapat diciptakan dan apabila terdapat penyimpangan

segera dapat diketahut uhtuk saling mengingatkan.

Dalam pelaksanaan hal — hal yang perlu diperhatikan antara lain

adalah : ‘

1) Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan keglatan mencapal hasil
yang memuaskan serta selesal tepat waktu;

2) Memanfaatkan tenaga masyarakat desa setempat untuk pekerjaan
yang memerlukan tenaga mereka;

3) Sasaran keglatan agar tepat untuk menghindari kecemburuan sosial;

4) Pencairan dana di Bank Maluku Cabang Dobo dilaksanakan 1 (satu)
tahap;

5) Perlu ada dokumentasi kegiatan sejak awal sebelum kegiatan
ditaksanakan, pada saat pelaksanaan dan akhir pelaksanaan kegiatan.

Pertanggungjawaban | .

1) Para pelaksanaan kegiatan membuat pertanggungjawaban kepada
pengelola Alokasi Dana Desa (ADD),

2) Pengelola Alokasl Dana  Desa (ADD) menghimpun
pertanggungjawaban dari para pelaksana kegiatan untuk membuat
pertangungjawaban kepada- Bupati Kepulauan Aru melalui camat,
dikoordinir oleh pengelola Albkasi Dana Desa (ADD) tingkat
kecamatah;

3) Setiap bulan mengirimkan laporan kemajuan fisik dan keuangan;

4) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) menggunakan format keuangan
yang sudah ditentukan sesuai aturan;

5) Setiap pengeluaran keuangan yang harus membayar pajak agar
disesuaikan dengan aturan perpajakan.



Pengendalian l
Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluas
kegiatan.
1. Pemantauan Pelaksanaan Keglatan
Pemantauan atau monitoring pelaksanaan keg;atan sangat diperlukan mulai awai
kegiatan sampai akhir keglatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan.
Pemantauan dilakukan oleh Kepala Desa, Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan  (PJOK), unsur Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan
Kese]ahteraan Ke!uarga (PKK), Kepala seksi Pembangunan Kecamatan dan Camat
serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Kepulauan Aru.
2. Pelaporan
Laporan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan sekah secara berjéenjang
oleh desa kepada Camat untuk selanjutnya Camat melaporkan kepada Bupatl, dan
pada akhir tahun anggaran Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan
Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) membuat laporan akhir seluruh
kegiatan lengkap dengan Surat Pertanggung Jawaban (SP3) dengan bukti — bukti
pengeluaran.
3. Pembinaan dan Pengawasan
a. Pembinaan ‘ R
Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik keglatan maupun terhadap
pengelolaan keuangan, menyangkut pembukuan, pembelanjaan, pengadaan
bahan/material dan bukil pengeluaran dilakukan oleh Kepala Desa, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Tim Pembinaan Tingkat Kecamatan serta Tim Keordinasi Tingkat
Kabupaten Kepulauan Aru. '

b. Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, Camat, Unsur Badan Pengawasan
Kabupaten dan Unsur badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.
4, Larangan |
a. Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan pelitik, membayar PBB
dan peruntukan yang tidak tepat sasaran (misainya untuk bersih desa, bayar
hiburan, peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan sejenisnya).
b. Apabila menyimpang darl DURK semula karena skala prioritas harus ada
musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara.
5. Ketentuan Sanksi
a. Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangl jumlah Alokasi Dana
Desa (ADD) tertentu pada bertkutnya dar jumlah yang seharusnya

SO o



secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

b. Bagl pelaksana pembangunan yang terbuktl melakukan tindak pidana korupsi
dalam pelaksanaan pembangunan ska_ia desa dari Alokasi Dana Desa (ADD)
akan dilakukan tindakan hokum sesual peraturan yang berlaku.

. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pél_aksanaan kegiatan yang dilakukan

termasuk kinerja para pelaksana keglatan maupun pengelola Alokasi Dana Desa

- (ADD).

| ~ Evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana,
' keiteria dan standar yang ditentukan, hasil evaluesi dapat dijadikan dasar Upaya
perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan.

. Pengaduan dan Penanganan Masalah g

Setlap pengaduan dan keluhan dari masyarakat harus segera dltanggapi secara
serius dan tidak terlalu fama dibiarkan, pengaduan masyarakat merupakan wujud
control soclal atau pengawasan oleh masyarakat. _
Penanganan pengaduan. dilaksanakan secara berjenjang di Tingkat Desa oleh
Kepala Desa dan PJOK, di Tingkat Kecamatan oleh Camat dan Tim Pembina
Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan, di Tingkat Kabupaten oleh Tim Koordinasi

- Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten.

1 8. Pelestarian

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dijamin dapat memberi manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga pemerintah desa maupun
lembaga kemasyarakatan, yang memberi dampak positif dan berkelanjutan.

Untuk itu pemeliharaan terhadap hasil kegiatan sangat diperlukan dengan
melibatkan unsur masyarakat sebagai tim pemeliharaan hasil pembangunan
sebagai pemanfaat kegiatan.

Indikator Keberhasilan Alokasi Dana Desa (ADD)

Indikator yang digunakan dalam menilal keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD), yaitu :

a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya aktivitas mereka datam
keglatan ekonomi;

b. Berkurahgnya pengangguran karena tumbuhnya lapangan kerja di pedesaan;

¢. Meningkatnya pelayanan masyarakat dan fungsinya lembaga kemasyarakatan
sebagai mitra kerja pemerintah desa; _

d. Terbentuknya badan - badan usaha milik desa dan meningkatnya Pendapatan

Asli Desa (PAD):

‘pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)




e. Berkurangnya kejadian luar biasa / wabah dan fungsinya posyandu — posyandu
dan polindes di semua desg;

f Terbentuknya Jembaga pendidikan luar sekolah dan meningkatnya prestasi slswa;

g. Meningkatnya peran serta masyardkat dalam sistem keamanan lingkungan
(Siskamling); ‘

'h. Terciptanya pemerataan pembangunan disemua dusun dan berkembangnya

dusun — dusun terpencl; | |

Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur dan sarana/prasarana umum di

pedesaan;

j. Semaraknya kehldupan keagamaan sebagai wu;ud keharmonisan sosial;

k. Meningkatnya = peranan perempuan dalam pembangunan melalui  aktifitas
kegiatan ekonomi produktif; |

I. Meningkatnya swadaya gotong royong dan terlaksananya bulan bakhti gotong
royong masyarakat; _ T B

m. Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di perdesaan dan meningkatnya upaya
pelestariaan lingkungan hidup;

n. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (LPMD). |

Penutup.

Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah percepatan dalam upaya
Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu  untuk
meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan sehingga
diharapkan semua desa di kabupaten kepulauan aru akan dapat menentukan sendiri
kebutuhan pembangunan desa sesual potensi yang dimiliki, terutama di bidang
pengentasan kemiskinan, penciptaan la‘pangari kerja di perdesaan, peningkatan
kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
umum. Sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan
desa serta pembangunan desa untuk meningkatkan perkembangan desa dapat

segera tercapal.
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